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ABSTRAK 

 

PENERAPAN PPN YANG MENDAPAT FASILITAS 

DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 TAHUN 2022 

PADA CV. X 

 

 CV. X merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang 

penggilingan, penyosohan, dan penjualan beras. Karena merupakan bahan pokok, 

beras termasuk ke dalam kelompok barang yang dikecualikan dari pengenaan Pajak 

Pertambahan Nilai karena termasuk kelompok barang kebutuhan pokok yang 

dibutuhkan oleh rakyat banyak. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta aturan turunannya dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 49 Tahun 2022 pengecualian pengenaan tersebut dihapus namun diberikan 

fasilitas PPN dibebaskan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan Untuk mengetaui 

penerapan kewajiban perpajakan PPN pada CV. X atas PPN yang mendapat fasilitas 

dibebaskan dan dampak apa saja yang dapat ditimbulkan jika CV. X tidak melakukan 

kewajiban perpajakan atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan sesuai dengan 

Peraturan Perundang-Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan turunan 

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 Tahun 2021. Dari hasil 

penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa CV. X selaku PKP telah melaksanakan 

kewajiban perpajakan yaitu melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu, namun masih 

terdapat kelalaian dalam penerbitan faktur pajak keluaran yang di bebaskan, dan hal 

tersebut akan berdampak pada pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebesar 

1% dari Dasar Pengenaan Pajak atas Faktu Pajak Keluaran yang tidak di terbitkan. 

Kata Kunci : PPN, Fasilitas dibebaskan, PP No. 49 Tahun 2022 

ABSTRAK 
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ABSTRACT 

 

THE APPLICATION OF VAT THAT GETS FACILITIES IS 

EXEMPTED BASED ON GOVERMENT REGULATION NUMBER 

49 OF 2022 ON CV. X  

 

 CV. X is a Taxable Entrepreneur engaged in milling, sowing, and selling rice. 

Because it is a staple food, rice is included in the group of goods that are exempt 

from the imposition of Value Added Tax because it is included in the group of basic 

necessities needed by many people. Since the issuance of the Law on Harmonization 

of Tax Regulations (UU HPP) and its derivative rules in Government Regulation 

Number 49 of 2022, the exemption from imposition has been removed but given the 

VAT facility is exempt. This research was made with the aim of knowing the 

application of VAT tax obligations on CV. X on VAT that gets facilities is exempted 

and what impacts can be caused if CV. X does not carry out tax obligations on VAT 

that gets exempt facilities in accordance with laws and regulations, namely PP No. 

49 of 2022 as a derivative rule of Law on Harmonization of Tax Regulations Law 

No. 7 of 2021. From the results of this study, it was concluded that CV. X as PKP has 

carried out its tax obligation, namely reporting the VAT Period Tax Return on time, 

but there are still negligence in the issuance of output tax invoices that are exempt, 

and this will have an impact on the imposition of administrative sanctions of 1% of 

the Basis for Imposition of Tax on Output Tax Invoices that are not issued. 

Keywords : VAT, Exempt facilities, Government Regulation No. 49 of 2022 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib 

untuk membayar pajak secara langsung maupun tidak langsung. Pajak 

merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara dimana setiap rupiah uang 

pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari 

sektor pajak. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 

di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyatakan bahwa pajak merupakan 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Pajak memberikan arah perubahan yang 

signifikan terhadap kestabilan kas negara dan perekonomian negara tanpa 

terkecuali. Oleh karena itu, pajak menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu 

negara, khususnya Indonesia yang telah menetapkan pembayaran pajak baik 

terhadap bangunan (PBB), penghasilan (PPh), cukai, pajak pertambahan nilai 

(PPN), pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM), pajak daerah dan 

retribusi daerah (PDRD), hingga bea materai. 

 Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah 

satu diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak pertambahan nilai 

adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah 

Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo, 2011). Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan 

nilai barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena 

Pajak (PKP), baik pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), 

mengimpor BKP, melakukan usaha perdagangan atau pengusaha yang 

melakukan usaha di bidang Jasa Kena Pajak (JKP). Pertambahan nilai pada 

suatu barang ataupun jasa tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi 

pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan 
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dan memperdagangkan barang atau pemberi layanan jasa kepada para 

konsumen. Aturan yang mengatur PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 42 

Tahun 2009, dan terbaru yaitu beberapa poin aturan terkait PPN diubah dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 atau yang dikenal dengan Undang-

Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  

 Sejak ditetapkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan terdapat beberapa perubahan selain tarif 11%, diantaranya terdapat 

perubahan terkait objek dan bukan objek pajak yang berkaitan dengan rencana 

pemungutan pajak terhadap bahan pokok. Pada Undang-Undang Harmonisasi 

Perturan Perpajakan Pasal 4 A ayat (2) huruf b yang seharusnya berbunyi 

“barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak” menjadi 

“dihapuskan”. Pasal 4A ayat (2) mengatur mengenai jenis barang yang tidak 

dikenakan PPN atau biasa disebut dengan negative list. Negative list adalah 

daftar dari jenis-jenis barang dan jasa yang secara penyerahan maupun 

pemanfaatannya tidak dikenakan PPN. Daftar ini dijabarkan dengan tujuan 

agar membedakan barang dan jasa yang tidak seharusnya terkena PPN atau 

karena penyerahan maupun pemanfaatannya bersinggungan dengan peraturan 

PDRD (Pajak Daerah). Walaupun dihapus dari daftar barang dan jasa yang 

tidak dikenai PPN, namun dipindahkan ke dalam Pasal 16B yang mengatur 

barang dan jasa dibebaskan dari pengenaan PPN. 

Pada tanggal 12 Desember 2022 Pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Pajak Pertambahan Nilai 

Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai dan 

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Tidak Dipungut Atas Impor dan/atau 

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak 

Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah 

Pabean. Peraturan Pemerintah ini merupakan upaya penyederhanan dan 

menyesuaikan pengaturan tentang pemberian fasilitas PPN dan PPnBM, 

sekaligus sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).  

 Menurut Marfiana (2020) fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN 

adalah fasilitas yang diberikan atas objek tertentu, yang sebenarnya atas 

transaksi tersebut terutang PPN, tetapi atas transaksinya dibebaskan PPN. 
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Fasilitas ini dalam mekanismenya Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP 

tidak dapat dikreditkan, karena Pajak Keluaran atas transaksi tersebut tidak 

ada. Berbeda dengan tidak dipungut, Pajak Keluaran atas PPN tidak dipungut 

tetap ada, tetapi tidak dipungut oleh PKP. Mengenai pemberian fasilitas 

dibebaskan tersebut tercantum dalam Bab III PP No. 49 Tahun 2022. Fasilitas 

dibebaskan dari pengenaan PPN adalah fasilitas yang diberikan dengan lebih 

fokus diberikan kepada barang-barang atau komoditas tertentu. Penyerahan 

BKP yang memperoleh fasilitas dibebaskan dari PPN yang didalamnya 

termasuk berbagai barang kebutuhan pokok. Adapun list yang dimaksud dalam 

kelompok barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh rakyat banyak antara 

lain beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, telur, daging, susu, buah-

buahan, dan sayur-sayuran. 

Dengan adanya PP 49 Tahun 2022, lebih menjelaskan bahwa Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang memiliki usaha di bidang industri pangan (bahan 

pokok) sudah memiliki kewajiban perpajakan yaitu wajib menerbitkan Faktur 

Pajak. Meskipun pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di bebaskan, pelaporan 

pajak harus tetap dilaksanakan dengan benar dan sesuai perundang-undangan 

yang berlaku. Sehingga sanksi administrasi karena kelalaian dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan tidak terjadi. 

CV. X merupakan salah satu perusahaan industri yang bergerak di bidang 

penggilingan, penyosohan, dan penjualan beras. Merk beras yang dihasilkan 

oleh CV. X diantaranya yaitu Rajawali dan Joged. CV. X pada awalnya 

merupakan perusahaan kecil dengan jumlah permintaan beras per hari 

sebanyak 600 kg (kilogram) dan terus mengalami peningkatan permintaan 

pembelian dari tahun ke tahun hingga menjadi perusahaan yang besar sejawa 

bali dan dengan omzet melebihi 4,8 Milyar per tahunnya. Oleh karena itu, CV. 

X menjadi salah satu Wajib Pajak Badan yang telah di kukuhkan sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada akhir Desember 2022. Salah satu kewajiban 

Pengusaha Kena Pajak adalah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memungut Pajak 

Pertambahan Nilai atas kegiatan transaksi yang dilakukan. Artinya saat dimana 

CV. X telah dikukuhkan sebagai PKP, maka saat itulah pihak perusahaan siap 

menerima konsekuensi dan sanksi administrasi maupun pidana terkait 

kelalaiannya apabila terlambat atau tidak membuat faktur pajaknya. 
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Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk 

membahas bagaimana penerapan PPN yang mendapat fasilitas di bebaskan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan 

menuangkannya pada Laporan Tugas Akhir yang berjudul “PENERAPAN 

PPN YANG MENDAPAT FASILITAS DIBEBASKAN BERDASARKAN PP 

NOMOR 49 TAHUN 2022 PADA CV. X”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu: 

1.2.1 Apakah penerapan kewajiban perpajakan CV. X atas PPN yang 

mendapat fasilitas dibebaskan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-

Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan turunan UU HPP 

No. 7 Tahun 2021? 

1.2.2 Bagaimana dampak jika CV. X tidak melakukan kewajiban perpajakan 

atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan 

turunan UU HPP No. 7 Tahun 2021? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Tujuan Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka 

penelitian ini memiliki tujuan yaitu: 

1.3.1 Untuk mengetaui penerapan kewajiban perpajakan PPN pada CV. X atas 

PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan sesuai dengan Peraturan 

Perundang-Undangan yaitu PP No. 49 Tahun 2022 sebagai aturan 

turunan UU HPP No. 7 Tahun 2021. 

1.3.2 Untuk mengetahui dampak apa saja yang dapat ditimbulkan jika CV. X 

tidak melakukan kewajiban perpajakan atas PPN yang mendapat fasilitas 

dibebaskan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu PP No. 

49 Tahun 2022 sebagai aturan turunan UU HPP No. 7 Tahun 2021. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.4.1 Bagi perusahaan 
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Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan informasi yang bermanfaat 

dan menjadi bahan pertimbangan bagi CV. X dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan perusahaan guna meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak sehingga sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku 

khususnya dalam penerapan PPN yang mendapat fasilitas pada CV. X. 

1.4.2 Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis, 

mengenai penerapan PPN atas objek PPN terbaru sesuai perundang-

undangan yang saat ini berlaku dan mendapat fasilitas di bebaskan pada 

PKP. 

1.4.3 Bagi Politeknik Negeri Bali 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca 

mengenai penerapan PPN atas objek PPN terbaru sesuai perundang-

undangan yang saat ini berlaku dan mendapat fasilitas di bebaskan pada 

PKP serta diharapkan dapat menjadi bahan acuan serta referensi untuk 

penulisan selanjutnya dengan objek penulisan sejenis yang berkaitan 

dengan perpajakan khususnya terhadap PPN yang dibebaskan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penerapan kewajiban 

perpajakan atas PPN yang mendapat fasilitas dibebaskan pada CV. X, dapat 

diambil beberapa kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan jawaban 

terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

5.1.1 Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai PKP, CV. X sudah 

menjalankan kewajiban perpajakannya yaitu menerbitkan faktur pajak 

dengan kode Faktur yang di terbitkan yaitu 080, yang merupakan kode 

faktur atas Penyerahan BKP yang dibebaskan dari PPN. Atas 

penyerahan/penjualan barang kena pajak CV. X juga sudah melaporkan 

pajak keluaran atas beras dalam bagian penyerahan yang dibebaskan PPN 

pada SPT Masa PPN secara tepat waktu. Namun pada pelaksanaannya 

masih terdapat kelalaian yang dilakukan pihak CV. X. Penerbitan faktur 

pajaknya CV. X sendiri mengalami ketidaksesuaian karena terdapat 

selisih dari total penjualan beras dan pajak keluaran atas beras untuk 

penyerahan yang dibebaskan PPN yang di laporkan pada SPT Masa PPN. 

Perincian atas selisih tersebut ada pada masa Ferbruari terdapat selisih 

sebesar Rp 10.395.000 sedangkan di masa Maret terdapat selisih Rp 

6.460.000 serta di masa April terdapat selisih sebesar Rp 3.450.000. Hal 

tersebut menujukan kewajiban perpajakan yang dilakukan CV. X belum 

optimal karena tidak menerbitkan faktur pajak keluaran atas penyerahan 

yang dibebaskan PPN. 

5.1.2 Dampak yang ditimbulkan jika CV. X selaku PKP tidak menerbitkan 

atau membuat faktur pajak keluaran, maka akan dikenakan sanksi 

administrasi berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak 

(DPP), sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 ayat (4), yang ditagih 

dengan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf 

(d) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009. Selisih pada masa Februari sebesar 

Rp 10.395.000 mengakibatkan sanksi administrasi sebesar 1% maka 

denda yang dibayar nanti sesuai STP yaitu Rp 103.950 sedangkan pada 
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masa Maret sebesar Rp 6.460.000 mengakibatkan sanksi administrasi 

sebesar 1% maka denda yang dibayar nanti sesuai STP yaitu Rp 64.600 

serta pada masa April sebesar Rp 3.450.000 mengakibatkan sanksi 

administrasi sebesar 1% maka denda yang dibayar nanti sesuai STP yaitu 

Rp 34.500. Maka total dari denda atas sanksi administrasi tidak 

menerbitkan/membuat faktur pajak sesuai dengan pasal 14 ayat (1) huruf 

(d) UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 yaitu Rp 203.050. Dan apabila CV. 

X terlambat dalam melakukan pelaporan SPT Masa PPN, maka 

perusahaan akan dikenakan sanksi sebesar Rp. 500.000, hal tersebut telah 

sesuai dengan UU KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 1 tentang 

ketentuan umum serta tata cara perpajakan. 

 

5.2 Saran 

 Sebaiknya CV. X meningkatkan kewajiban perpajakan yaitu dalam 

memperbaiki ketidaksesuaian dalam penerbitan faktur pajak, khususnya untuk 

penyerahan beras yang dibebaskan PPN. Perlu dilakukan peninjauan dan 

perbaikan pada perhitungan total penjualan beras dan pajak keluaran atas beras 

untuk penyerahan yang dibebaskan PPN. Langkah-langkah perbaikan dapat 

mencakup evaluasi lebih teliti terhadap perincian selisih pada setiap masa, 

yaitu Februari, Maret, dan April. Selain itu, CV. X disarankan untuk 

meningkatkan ketelitian dan ketepatan waktu pelaporan pajak khususnya yang 

dibebaskan PPN pada SPT Masa PPN sehingga terhindar dari sanksi. Dengan 

demikian, CV. X dapat memastikan bahwa pelaksanaan kewajiban 

perpajakannya menjadi lebih optimal dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 
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